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Qeﬂadra pencatatan, perhitungan dan pembayarannya. Oleh karena itu, dalam
rangka penyelenggaraan pembayaran pajak, wajib pajak memerlukan sistem yang
lugas serta efisien yang dapat meningkatkan kepatuhan. Selain itu juga
memudahkan petugas pajak dalam memantau dan mengumpulkan uang dari wajib
pajak. Sumber penerimaan negara terbesar dari pajak, menurut Astina dan Setiawan

(2018:2), adalah masyarakat. Berbeda dengan ini, definisi lain dari pajak mengacu



pada pendapatan nasional masyarakat, yang digunakan untuk membangun
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kontrol kebijakan pemerintah. Salah satu incomes pemerintah yang digunakan
untuk membiayai kegiatan atau pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan
digambarkan sebagai fungsi budgetair. Kedua Fungsi regularend digambarkan

sebagai proses mengawasi atau melaksanakan inisiatif pemerintah yang berkaitan



dengan masyarakat dan ekonomi serta memenuhi beberapa tujuan yang tidak terkait
dengan ranah sosial ekonomi. Bagi wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang
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lebih kecil dari pada total Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar. Menurut
Direktorat Jendral Pajak (DJP) kementrian keuangan, memiliki target penerimaan

untuk tahun 2022 yaitu Rp. 1.262,9 trilliun meningkat 2,7 % dari penerimaan

perpajakan APBN tahun 2021 sebesar Rp. 1.229,6 trilliun. Untuk mencapai tujuan



pemungutan pajak, Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah mengembangkan sejumlah
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sistem Self Assesment. Self assessment system adalah cara untuk apply pajak yang
meminta wajib pajak untuk mencari tahu, membayar, dan melaporkan pajak yang
terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan. The amount
of tax yang dibayarkan selama periode waktu yang ditentukan oleh undang-undang

perpajakan dapat ditentukan, dibayar, dan dilaporkan menggunakan pendekatan



penilaian mandiri ini, menurut Mardiasmo (2006: 7). Penting untuk menumbuhkan
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t\*gfnﬁ!eraturan perpajakan yang relevan dengan wajib pajak, menurut Karolina
dan Noviari (2019), mewajibkan wajib pajak untuk menyelesaikan seluruh
pelaksanaan pajak, termasuk kepatuhan terhadap persyaratan pelaporan seperti
pemberitahuan pelaporan (SPT), kepatuhan terhadap persyaratan perhitungan, dan
kepatuhan terhadap persyaratan pembayaran. Partisipasi wajib pajak sangat

berharga ketika pajak dibayarkan untuk menutupi pengeluaran umum daripada



ketika layanan untuk kinerja terbalik segera diterima. The Benefit partisipasi
pembayar pajak bukan dalam penerimaan langsung layanan kinerja terbalik,
melainkan dalam pembayaran pajak untuk membiayai pengeluaran umum. Wajib
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memiliki presepsi yang positif terhadap pungutan pajak. Peningkatan penerimaan
pajak dilakukan dengan beberapa cara diantaranya pertama, melakukan sosialisasi
dan penyuluhan mengenai peraturan pajak di semua kalangan, dengan adanya
penyuluhan dan sosialisasi tersebut wajib pajak mendapatkan banyak informasi

mengenai kewajiban membayar pajak. Kedua, membuat halaman web mengenai



pajak yang dapat diakses oleh semua wajib pajak, jadi wajib pajak akan mengerti
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Faktor Pelayanan fiskus yang berkualitas tinggi bagi wajib pajak berdampak
pada peningkatan kepatuhan terhadap pelaksanaan kewajiban. Wajib pajak harus
dimotivasi atau terinspirasi untuk meningkatkan kepatuhan pajak oleh pejabat atau
staf pajak. Karena masyarakat bisa sejahtera dan pola pikir ini sangat penting bagi

terwujudnya pembangunan ekonomi nasional. Beberapa pendekatan untuk



meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi antara lain, Petugas pajak yang
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ketidak patuhan wajib pajak tersebut, sehingga SPT yang perlu diperiksan

merupakan SPT yang mempunyai tingkat resiko tinggi.
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3. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang

pribadi dalam membayar pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut?
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1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian penelitian, yang berbeda tergantung pada bagaimana masalah
diutarakan, adalah:
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Iﬁs@aran wajib pajak, dan Pelayanan Fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang
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k ‘1 peningkatan penerimaan pajak baru.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teroritis penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh peneliti
selanjutnya untuk informasi lebih lanjut dalam literatur referensi perpajakan untuk

studi di masa depan



